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ABSTRAK  

 

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari 

pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Hak Milik atas tanah 

Yasan adalah bidang-bidang tanah yang di kuasai berdasarkan bukti penguasaan 

secara adat. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian mengenai ñ Tinjauan 

Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui 

Pewarisan (Studi di Kabupaten Semarang)ò. Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak tanah yasan yang diperoleh 

melalui pewarisan menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Semarang, dan 

untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan peralihan hak tanah 
yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

empiris penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi 

hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam 

masyarakat khususnya dalam porses pelaksanaan peralihan hak tanah yasan 

melalui pewarisan. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam 

masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan Yuridis Pelakasanaan 

Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui Pewarisan (Studi Di 

Kabupaten Semarang) sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang 

berlaku, dalam pelaksanaan pewarisan tanah yasan perlu di tuangkan dalam akta 

PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dibuktikkan dengan surat 

keterangan wasiat dan di lengkapi dengan akta pembagian hak bersama. 

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yasan karena pewarisan dilaksanakan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat-syarat yang 

sudah di tentukan. Hambatan yang terjadi dalam peralihan hak atas tanah yasan 

karena pewarisan yaitu presepsi masyarakat yang merasa enggan untuk 

mendaftarkan tanahnya karena biaya yang menurut mereka cukup memberatkan 

dan terkadang ada ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui. Oleh karena itu  

peran Pemerintah diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dalam rangka 

menyadarkan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi hak millik 

untuk segera di daftarkan, agar mendapatkan kepastian hukum. Untuk ahli waris 

yang tidak diketahui keberadaannya dapat dimohonkan penetapan dari Pengadilan 

Negeri Kabupaten Semarang agar dapat dilakukan proses pewarisan. 

 

Kata kunci  : Pelaksanaan, Peralihan Hak Tanah Yasan, Pewarisan 
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ABSTRACT 

 

The transition of land rights is the transition from the old rights holder to 

the new rights holder. Ownership rights on Yasan land is a land area that 

controlled based on proof of customary ownership. Therefore, the writer 

conducted a study on "Juridical Review of the Implementation of Transitional 

Land Rights Obtained through Inheritance (Study in Semarang Regency)". The 

purpose of this research is to find out the implementation of the transition of land 

rights obtained through inheritance according to the laws that apply in Semarang 

Regency and to find out the obstacles and solutions in implementing the transition 

of land right obtained through inheritance in Semarang Regency. 
The research method used in this study is empirical juridical research with 

the method of juridical empirical approach or legal sociology.  A juridical 

empirical approach is an approach by seeing something legal reality in society. A 

legal sociology approach is an approach that is used to look at the legal aspects 

of social interaction in society.  

The results showed that the Juridical Review of the Transition of Land 

Rights Obtained through Inheritance (Study in Semarang Regency) was in 

accordance with the prevailing agrarian law, in the implementation of inheritance 

of land needed to be stated in the PPAT deed which would be the basis for 

registration. It is proven by a will and completed with a joint rights deed. The 

registration of land rights due to inheritance is carried out in Semarang Regency 

Land Office by attaching the conditions that have been determined. Obstacles that 

occur in the transition of land rights due to inheritance are perceptions of people 

who are reluctant to register their land because of the costs that they think are 

quite burdensome and sometimes there are heirs whose residences are unknown. 

Therefore, the role of the Government is expected to be more active in providing 

counseling in order to make people aware that they have not registered their land 

to be the ownership rights that must be immediately registered, the agency will get 

legal certainty. For heirs whose residences are unknown, a determination from 

Semarang District Court can be requested so that the inheritance process can be 

carried out. 

Keywords: Implementation, Transition Yasan Land Right, Inheritance 

 

  



 

x 
 

KATA PENGANTAR  

 

Assalamu ôalaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahu wa Taôala, karena atas Rahmat-Nya Penulis telah berhasil 

menyelesaikan skripsi yang  berjudul :ôôTINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN 

PERALIHAN HAK TANAH  YASAN YANG DIPEROLEH MELALUI 

PEWARISAN (STUDI DI KABUPATEN SEMARANG)ôô sebagai syarat untuk 

memperoleh Gelar Sarjana Strada Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan 

Hukum Perdata Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran 

dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan 

ini. Penulis yakin bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa ada bantuan dan 

bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, 

penulis ucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah Subhanahu wa Taôala atas segala Ridho dan Rahmat-Nya.  

2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

3. Bapak Ir.Prabowo Setiyawan,MT.,PhD selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Prof.Dr.H.Gunarto,S.H, S.E.Akt., M.Hum Selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

5. Bapak Kami Hartono,SH.,MH, selaku Pembimbing yang penuh bijaksana 

memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat 

diselesaikan.  



 

xi 
 

6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis selama dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

7. Para Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

8. Teman-teman angkatan 2015 untuk kalian semua yang terbaik Besar 

harapan penulis semoga hasil yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

khususnya dan para pembaca umumnya.  

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penulis memohon balasan atas segala 

amal baik atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan 

para pembaca umumnya, Amin. 

 

      Semarang, 31 Januari 2019 

       Penulis, 

 

      Ellena Balqis Sekti 

      NIM : 30301509006 

 



 

xii  
 

 

DAFTAR ISI  

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii  

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii  

SURTA PERNYATAAN KEASLIAN.................................................................. iv 

SURAT PERSETUJUAN  PUBLIKASI KARYA ILMIAH .................................. v 

MOTO DAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi 

ABSTAK  ............................................................................................................. viii  

ABSTRACT ............................................................................................................. ix 

KATA PENGANTAR ............................................................................................ x 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii  

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ................................................................................. 1 

B. Perumusan Masalah ......................................................................... 8 

C. Tujuan penelitian ............................................................................. 8 

D. Kegunaan Penelitian ........................................................................ 8 

E. Terminologi ..................................................................................... 9 

F. Metode Penelitian .......................................................................... 10 

1. Pendekatan Penelitian............................................................. 10 

2. Spesifikasi Penelitian ............................................................. 10 

3. Sumber data ............................................................................ 11 

4. Alat Pengumpulan Data.......................................................... 11 

5. Lokasi dan subyek penelitian ................................................. 12 

G. Sistematika Penelitian ................................................................... 12 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 14 

A. Pengertian Tanah ........................................................................... 14 



 

xiii  
 

1. Asas-Asas Umum Pertanahan ................................................ 16 

2. Pengertian Hak Atas Tanah .................................................... 21 

3. Pendaftaran Tanah .................................................................. 24 

4. Peralihan Hak Atas Tanah ...................................................... 26 

B. Pengertian  Pewarisan .................................................................... 29 

1. Dalam hukum waris perdata berlaku beberapa asas yaitu : .... 32 

2. Subyek yang terkait dengan pewarisan: ................................. 33 

3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan ...................... 33 

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pewarisan Tanah ....................... 35 

1. Al-Quran Surat An-Nisaa ....................................................... 36 

2. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam ................................ 39 

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam ........................... 41 

4. Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan ............................. 43 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................... 46 

A. Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang diperoleh Melalui 

Pewarisan ....................................................................................... 46 

1. Mengajukan Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang 

Tanah serta Pembuatan Peta Bidang Tanah ........................... 48 

2. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Pengakuan 

Hak/Penegasan Hak (Konversi) ............................................. 48 

3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah ..... 49 

B. Hambatan-Hambatan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yasan 

Yang Diperoleh Melalui Pewarisan di Kabupaten Semarang ....... 55 

C. Penyelesaian Terhadap Hambatan Peralihan Hak Atas Tanah Yasan 

Yang Diperoleh Melalui Pewarisan Di Kabupaten Semarang ...... 57 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................ 60 

A. Kesimpulan .................................................................................... 60 

B. Saran .............................................................................................. 61 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 62 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 64 

 



 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR  

Gambar 3.1  ................................................................................................................ 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran 1.  Surat keterangan telah melakukan penelitian di Notaris Wahyu 

Rujiati,SH.,Mkn ................................................................................ 64 

Lampiran 2.  Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor 

Kelurahan Bergaslor ......................................................................... 65 

Lampiran 3.  Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang ..................................................... 66 

Lampiran 4. Peta bidang tanah ............................................................................... 67 

Lampiran 5. Surat keterangan warisan ................................................................... 68 

Lampiran 6. Surat Letter C..................................................................................... 70 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total 

luas negara 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan). Di Asia Tenggara, 

Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara. 

Selaian menempatkan dirinya sebagai salah satu negara terluas di dunia, 

Indonesia juga menempatkan dirinya sebagai negara kepulauan terluas di 

dunia. Oleh karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka wilayah 

Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Satu pertiga luas Indonesia adalah 

daratan dan dua pertiga luas Indonesia adalah lautan. Luas daratan Indonesia 

adalah 1.919.440 km² yang menempatkan Indonesia sebagai negara ke 15 

terluas di dunia. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan 

sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, 

baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat 

tinggal.
1
 

Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, 

Oleh karena itu semakin lama dirasakan seolah-olah tanah menjadi sempit, 

sedangkan permintaan tanah semakin bertambah. Kebutuhan manusia 

terhadap tanah semakin mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan 

                                                             
1
Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, 

pertama, (Jakarta : gramedia,2012), hlm.4 
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tempat tinggal atau rumah, maka timbullah kecenderungan untuk 

meningkatkan harga tanah. Hal ini disebabkan selain bertambahnya jumlah 

penduduk yang memerlukan tanah untuk tempat tinggal atau tempat 

perumahan, juga dikarenakan kemajuan dan perkembangan ekonomi, sosial 

budaya dan tehnologi yang menghadapi tersedianya akan tanah dalam jumlah 

yang banyak. Artinya bahwa tanah juga memiliki hak-hak yang terkandung 

didalamnya, tanah juga mempunyai fungsi sosial, bahwa kegunaan dari tanah 

lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan umum daripada kepentingan 

individu. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebut UUPA, dalam Pasal 6 

disebutkan ñSemua hak atas tanah mempunyai fungsi sosialò.
2
 

Penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak boleh merugikan 

kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang menjadi landasan konstitusional, yang menentukan bahwa: 

óôbumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyatôô 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945 

tersebut pemerintah menentukan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tanah mempunyai peranan 

yang penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, 

dan kehidupan. Hal ini memberikan pengertian bahwa merupakan tanggung 

jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

                                                             
2
H.M.ARBA,SH.,MHum.Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 

hlm.7 
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Dalam hukum tanah kata sebutan ñtanahò dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam 

Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian 

jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi (ayat 

1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan 

bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 

bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 

bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang 

yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak 

atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan 

sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut ñtanahò, 

tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada 

diatasnya.
3
 

Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu 

adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi.  

                                                             
3
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:Djambatan, 2008),  hlm.18 



4 
 

 
 

Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut 

diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada 

dibawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. Tubuh bumi dan air 

serta ruang yang dimaksudkan ini bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya. Dan itu pun 

ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) :ñsekedar 

diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan 

penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini (yaitu 

UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggiò. Sedalam berapa 

tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada diatasnya 

boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas 

kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, 

kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan Perundang-

Undangan yang bersangkutan. 

Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungannnya langsung dengan 

gedung yang dibangun di atas tanah yang bersangkutan. Misalnya untuk 

pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang parkir dan lain-lain 

keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan 

gedung yang dibangun.  

Menurut UUPA hak atas tanah juga tidak meliputi pemilikan 

kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi di bawahnya. 

Dinyatakan dalam Pasal 8, bahwa pengambilan kekayaan alam yang 
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terkandung dalam bumi, air dan ruang angkasa perlu diatur. Dalam penjelasan 

Pasal 8 disebutkan: 

ñkarena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan 

bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya 

tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung dalam 

tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan 

kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiriò.
4
 

Dalam hukum tanah Negara-Negara yang menggunakan apa yang 

disebut ñAsas perlekatanò, bangunan dan tanaman yang ada di atas dan 

merupakan satu kesatuan dengan tanah, merupakan ñbagianò dari tanah yang 

bersangkutan. Maka hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum, 

meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang 

dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun 

atau menanamnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 500 dan 57). 

Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya meliputi tanaman dan 

bangunan, karena hukum meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di 

atasnya. 

Umumnya bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah adalah miik 

yang empunya tanah. Tetapi Hukum Tanah kita menggunakan asas Hukum 

Adat yang disebut asas pemisahan horizontal (dalam bahasa Belanda disebut: 

ñhorizontale scheidingò). Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian 

dari tanah. Maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan 

bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. 

Perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi 

bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada di atasnya. Jika 

                                                             
4
Ibid, hlm 19 
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perubahan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, 

maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang mebuktikan 

dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. 

Perbuatan hukum yang dilakukan bisa meliputi tanahnya saja. Atau 

hanya meliputi bangunan dan/atau tanamannya saja, yang kemudian 

dibongkar (ñadol bedolò) atau tetap berada di atas tanah yang bersangkutan 

(ñadol ngebrengiò). Perbuatan hukumnya pun bisa juga meliputi tanah berikut 

bangunan dan/atau tanaman keras yang ada di atasnya, dalam hal mana apa 

yang dimaksudkan itu wajib secara tegas dinyatakan.
5
 

Dalam Pasal 19 UU no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA) 

dikatakan bahwa pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memeberikan 

kepastian hukum dan yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah 

memberikan kepastian hak-hak atas tanah. Pendaftaran peralihan hak yang 

diesbabkan oleh pewarisan, pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai 

ahli waris yang sah, yang kesemuanya tertuang dalam fatwa waris, mengapa 

harus menyertakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah? Karena 

ahli waris berhak secara sah ñmenggantikan kedudukan hukum dari orang 

yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannyaò. 

Maka dengan sendirinya hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan jatuh 

secara otomatis pada ahli waris.
6
 

                                                             
5
Ibid, hlm.20 

6
Hartono Soerjopratiknjo, Hukum Waris tanpa Wasiat, , (Yogyakarta:Andi Offset ,1982), 

hlm. 1 
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Bagi masyarakat tanah memiliki kedudukan yang sentral, baik sebagai 

tempat tinggal atau sebagai sumber daya produksi. Oleh sebab itu masalah 

tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan yang khusus. Pada era 

pembangunan ini, bahwa pembangunan menjangkau berbagai macam 

aktivitas dalam membangun manusia seutuhnya, yang sedikit atau banyak 

akan berkaitan dengan tanah. Pembangunan sendiri dalam upaya 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk prasarana maupun 

sarana, memerlukan tanah.Demikian pula seluruh lapisan masyarakat, dalam 

usaha meningkatkan kualitas hidupnya memerlukan tanah. 

Secara akademis dapat dikemukakan bahwa penyebab terjadinya 

konflik di bidang pertanahan antara lain adalah keterbatasan ketersediaan 

tanah, praktik-praktik manipulasi dalam perolehan tanah pada masa lalu dan 

di era reformasi muncul kembali gugatan, dualisme kewenangan (pusat-

daerah) tentang urusan pertanahan serta ketidakjelasan mengenai kedudukan 

hak ulayat dan masyarakat hukum adat dalam sistem Perundang-Undangan 

agraria.
7
 

Berbagai kasus pertanahan yang muncul saat ini menunjukkan betapa 

masalah pertanahan menjadi prioritas.Untuk itu penulis memilih penulisan 

hukum tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan 

Yang Diperoleh Melalui Pewarisan. 

                                                             
7
ninyasminelisasih.com, diakses pada tanggal 8 September 2018, pukul 15.15 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peralihan hak tanah yasan yang diperoleh melalui 

pewarisan menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Semarang? 

2. Apakah hambatan-hambatan dalam peralihan hak tanah yasan yang 

diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang? 

3. Bagaimana penyelesaian terhadap hambatan peralihanhak tanah yasan 

yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan peneitian di harapkan dapat berguna : 

1. Untuk mengetahuipelaksanaan peralihan hak tanah yasan yang diperoleh 

melalui pewarisan menurut hukum yang berlaku di Kabupaten Semarang 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 

peralihanhak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten 

Semarang 

3. Untuk mengetahui cara penyelesaian masalah terhadap hambatan 

peralihanhak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten 

Semarang 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu : 
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1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dibidang hukum bagi penulis, pembaca, dosen, maupun praktisi 

hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum tentang peralihan 

hak tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan. 

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara 

langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam 

mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi penulis, pembaca, 

dosen, maupun praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan 

hukum dan pihak-pihak yang terkait tentang peralihan hak tanah yasan 

yang diperoleh melalui pewarisan. 

E. Terminologi 

1. Tinjuan yuridis  : menurut kamus besar Bahasa Indonesia, 

pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa 

(untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, 

mempelajari, dan sebagainya). Manurut kamus hukum, kata yuridis 

berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi 

hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan 

cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat 

dari segi hukum.
8
 

2. Peralihan hak atas tanah  : Peralihan hak atas tanah adalah 

berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada 

pemegang hak yamg baru. Menurut Pasal 20 UUPA, Hak Milik adalah 

                                                             
8
Suduthukum.com, diakses pada tanggal 17 agustus 2018 pukul 11.32 
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hak atas tanah yang turun-temurun, artinya tidak tebatas jangka-waktu 

penguasaannya dan jika pemiliknya meninggal dunia akan dilanjutkan 

oleh ahli warisnya. Selain dapat diwariskan oleh ahli warisnya, Hak 

Milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain, 

misalnya melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat. 
9
 

3. Tanah Yasan :  Tanah yasan adalah tanah milik perorangan menurut 

hukum adat.
10

 

4. Pewarisan : prosedur  pengalihan nama kepemilikan tanah dalam 

sertifikat dari pewaris ke ahli waris.
11

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian 

ini yaitu metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode pendekatan 

yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat 

sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi 

hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-

aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.
12

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan 

dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif 

                                                             
9
Boedi Harsono, Op.Cit, hlm.145  

10
B.F. Sihombing,Sejarah Hukum Tanah Indonesia, (Jakarta :Prenadamedia Group, 

2018), hlm. 196 

 
11

Finansialku.com diakses pada tanggal 25 agustus 2018 pukul 20.20 
12

Zainudin Ali, M.A Metode Penelitian Hukum , (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.105 
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analisis. Yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan 

objeknya saja tetapi memberikan gabungan mengenai masalah yang 

terjadi.
13

 

3. Sumber data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data 

sekunder dan peimer.  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi atau 

penelitian lapangan melalui wawancara yang dilakukan penulis 

terhadap informan atau responden yang berkompeten. 

b.  Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Terdiri atas :  

1) buku-buku yang membicarakan suatu dan/atau beberapa 

permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi 

hukum,  

2) kamus-kamus hukum,  

3) jurnal-jurnal hukum, dan 

4) komentar-komentar atas putusan hakim.
14

 

4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan 

Perundang-Undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum 

yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang 

                                                             
13

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Prosedur Dan Strategi, (Jakarta : sinar 

Pagi, 1985), hlm.9 
14

Ibid,hlm.54 
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dihadapi. Dalam proses analisis peraturan Perundang-Undangan lebih 

banyak berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-

fakta yang ada dalam perkara. Kemudian penelitian yang ke dua yaitu 

penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara, 

wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh penulis untuk 

mendapatkan informasi secara lisan dari seorang narasumber yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5. Lokasi dan subyek penelitian 

Lokasi penelitian : 

a. Notaris Wahyu Rujiati . SH., Mkn  

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang 

c. Kantor Kelurahan Bergas lor 

Subyek penelitian : 

a. Marjamah ke atas nama ahli waris Musripah 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I :  Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, latar belakang 

berisi tentang filosifis Indonesia, pengertian tanah secara 

yuridis, masalah-masalah tentang tanah, Undang-Undang yang 

mengatur tentang tanah, perumusan masalah, perumusan 

masalah berisi tentang masalah-masalah apa saja yang ada 

dalam pewarisan menurut hukum, tujuan penelitian, tujuan 

penelitian berisi tentang apa tujuan dari dilakukannya 

penelitian tersebut, manfaat penelitian, manfaat penelitian 
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berisi tentang manfaat apa saja yang di dapat setelah 

melakukan penelitian, metode penelitian, metode penelitian 

berisi tentang metode apa saja yang digunakan dalam 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II  :  Tinjauan pustaka, tinjauan pustaka berisi tentag pengertian 

tanah, hak atas tanah, peralihan tanah, pewarisan. 

BAB III  : Hasil penelitian dan pembahasan, hasi penelitian dan 

pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang terfokus pada tinjauan yuridis pelaksanaan peralihan hak 

tanah yasan yang diperoleh melalui pewarisan, masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah dan cara 

penyelesaiannya. 

BAB IV  :  Penutup, pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-

saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

selanjutnya. 

 

 

 



 

14 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Pengertian Tanah 

Dalam hukum tanah kata sebutan ñtanahò dipakai dalam arti yuridis, 

sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA. Dalam 

Pasal 4 dinyatakan, bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan 

adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 

dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang. Dengan demikian 

jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi ayat 

(1).
15

 

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 

yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. 

Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 

bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan 

bumi saja. Untuk keperluan apa pun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga 

penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang 

yang ada diatasnya. Oleh karena itu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa hak-hak 

atas tanah bukan hanya memberikan wewenangan untuk mempergunakan 

sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut ñtanahò, 

tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada di 

atasnya. 

                                                             
15

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan,  2008),  hlm.18 
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Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu 

adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari pemukaan bumi. Tetapi 

wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut diperluas hingga 

meliputi juga penggunaan ñsebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan 

air serta ruang yang ada di atasnyaò.Tubuh bumi dan air serta ruang yang 

dimaksudkan itu bukan kepunyaan pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan. Ia hanya diperbolehkan menggunakannya.  

Dan itu pun ada batasnya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat 

(2) dengan kata-kata:  

 

ñsekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-

Undang ini (yaitu;UUPA) dan peraturan-peratuan lain yang lebih 

tinggi.ò 

 

Sedangkan berapa tubuh bumi itu boleh digunakan dan setinggi 

berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan 

penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, pemegang haknya serta 

ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan. 

Penggunaan tubuh bumi itu harus ada hubungannya langsung dengan 

gedung yang dibangun di atas tanah bersangkutan. Misalnya untuk 

pemancangan tiang-tiang pondasi, untuk basement, ruang parkir dan lain-lain 

keperluan yang langsung berhubungan dengan pembangunan dan penggunaan 

gedung yang dibangun.
16

 

 

                                                             
16

Ibid, hlm.18 
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Menurut Kamus Bahasa Indonesia tanah adalah: 

1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; 

2. Keadaan bumi di suatu tempat; 

3. Permukaan bumi yang diberi batas; 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 

cadas, napal dan sebagainya).
17

 

1. Asas-Asas Umum Pertanahan 

a. Asas Kenasionalan 

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ini 

menunjukkan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat 

komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia merupakan tanah bersama raykat Indonesia, 

yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. 

Asas kenasoinalan ditemukan dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan 

(3) UUPA, yaitu : 

1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa 

Indonesia. 

2) Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, yang terkandung 

didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sehingga 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang 

                                                             
17

Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1433 
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angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 

Nasional. 

3) Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan 

ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah 

hubungan yang bersifat abadi. 

Tanah yang ada dalam wilayah Negara Indonesia menjadi 

hak bagi bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak 

pemiliknya saja. Demikian pula tanah di daerah-daerah dan pulau-

pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau 

pulau yang bersanngkutan saja. 

b. Asas Pada Tingkatan Tertinggi, Bumi, Air, Ruang Angkasa, Dan 

Kekayaan Alam Yang Terkandung Didalamnya Dikuasai Oleh 

Negara 

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UUPA yang 

menyatakan bahwa : 

 ñatas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar dan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1, 

bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 

oleh Negara sebagai kekuasaan organisasi seluruh rakyat.ò 

 

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, Negara dapat 

memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan 

suatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak 

Milik, hak guna Usaha, hak Guna Bangunan, atau hak Pakai, atau 
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memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa 

untuk digunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing. 

c. Asas Mengutamakan Kepentingan Nasional Dan Negara Yang 

Berdasarkan Atas Persatuan Bangsa Dari Kepentingan Perseorangan 

Atau Golongan 

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPA, yaitu : 

ñdengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 

Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu 

dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang 

berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang 

lebih tinggi.ò 

 

d. Asas Semua Hak Atas Tanah Mempunyai Fungsi Sosial 

Asas semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

ditemukan dalam Pasal 6 UUPA, yaitu: ñsemua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosialò. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

tidak hanya berupa hak milik, akan tetapi juga Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa Untuk Bangunan. 

Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, atau badan 

hukum tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu digunakan 

(atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, 

apalagi jika hal itu merugikan masyarakat. 
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e. Asas Hanya Warga Negara Indonesia Yang Mempunyai Hak Milik 

Atas Tanah 

Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga Negara 

Indonesia yang berkedudukan sebagai subyek hak milik. Orang yang 

berkewarganegaraan Indonesia di samping juga berkewarganegaraan 

asing tidak dapat mempunyai tanah hak milik. Orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia tidak dapat mempunyai tanah yang 

berstatus hak milik, melainkan hanya dapat menguasai tanah yang 

berstatus hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka 

waktuyang terbatas. 

Asas hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak 

milik atas tanah ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, yaitu : 

ñhanya warga Negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya 

dengan bumi, air, dang ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan 

Pasal 1 dan Pasal 2ò. Asas ini juga dapat kita temukan dalam Pasal 

21 ayat 1 UUPA, yaitu: ñhanya warga Negara Indonesia yang 

mempunyai hak milikò. 

f. Asas Persamaan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia 

Asas ini menetapkan bahwa warga Negara Indonesia baik 

laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk memperoleh hak atas tanah. 
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 Asas ini ditemukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yaitu : 

ñtiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun 

wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk 

memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat 

manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun 

keluarganyaò. 

 

 

g. Asas Tanah Pertanian Harus Dikerjakan Atau Diusahakan Secara 

Aktif Oleh Pemiliknya Sendiri Dan Mencegah Cara-Cara Yang 

Bersifat Pemerasan 

Prinsip ini menegaskan bahwa siapapun yang mempunyai 

hak atas tanah untuk kepentingan wajib mengerjakan atau 

mengusahakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif dan dalam 

mengerjakan atau mengusahakan tanah pertanian tersebut harus 

dicegah cara-cara yang bersifat pemerasan. 

Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA, yaitu : 

 

 ñsetiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu 

hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 

mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan 

mencegah cara-cara pemerasan.ò 

 

h. Asas Pemisahal Horizontal 

Asas pemisahan horizontal ditemukan dalam Pasal 44 ayat 

(1) UUPA, yaitu : 

ñseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas 

tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain 

untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada 

pemiliknya, sejumlah uang sebagai uang sewa.ò 

 

Implementasi dari asas pemisahan horizontal adalah hak 

sewa untuk bangunan, yaitu seorang atau badan hukum menyewa 
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tanah hak milik orang yang kosong atau tidak ada bangunannya 

dengan membayar sejumlah uang sebagai uang sewa yang besarnya 

di tetapkan atas dasar kesepakatan, untuk jangka waktu tertentu, dan 

penyewa diberi hak mendirikan bangunan yang digunakan untuk 

jangka waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak.
18

 

2. Pengertian Hak Atas Tanah 

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari 

tanah yang menjadi haknya.Perkataan ñmenggunakanò mengandung 

pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan mendirikan 

bangunan (non-pertanian), sedangkan perkataan ñmengambil manfaatò 

mengandung pengertian bahwa hak atas tanah untuk kepentingan bukan 

mendirikan bangunan, misalnya untuk kepentingan pertanian, perikanan, 

peternakan, dan perkebunan.
19

 

Tanah yasan adalah tanah milik perorangan menurut hukum 

adat,
20

 dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA hak milik adalah hak atas tanah 

turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

Dengan mengingat ketentuan pada Pasal 6 UUPA (semua hak atas tanah 

mempunyai fungsi sosial). Jadi dapat disimpulkan bahwa hak milik 

mempunyai unsu-unsur : 
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a. Terkuat :  menunjuk jangka waktunya (jangka waktu tidak 

ditentukan) 

b. Terpenuh  :  menunjuk luas wewenangnya dalam menggunakan 

tanah tersebut (wewenangnya tidak dibatasi) 

c. Turun temurun  : artinya dapat diwariskan atau dapat dipindahkan 

dari satu generasi ke generasi berikutnya.
21

 

Hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA diperinci 

macamnya dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. 

Pasal 16 ayat (1) UUPA menetapkan macam hak atas tanah, yaitu : 

a. Hak Milik  

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh 

yang dapat dipunyai orang atas tanah. 

b. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu paling lama 35 

tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan 

pertanian, perikanan atau peternakan. 

c. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 

sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 

diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 
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d. Hak Pakai 

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 

hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik 

orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 

dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian sewa menyewa atau perjanjian 

pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan-ketentuan Pasal 41 Ayat (1) UUPA.
22

 

e. Hak Sewa Untuk Bangunan 

Hak Sewa Untuk Bangunan adalah seseorang atau badan 

hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila berhak 

mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 

dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sewa. 

f. Hak Membuka Tanah 

Hak Membuka Tanah adalah hak yang dimiliki oleh warga 

negara Indonesia untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

g. Hak Memungut Hasil Hutan 

Hak Memungut Hasil Hutan adalah hak yang dimiliki oleh 

warga negara Indonesia untuk memungut hasil hutan bumi Indonesia 

yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.
23
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3. Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 

No. 24 Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 

meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 

mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 

ada haknya dan hak milik atas suatu rumah susun serta hak-hak tertentu 

yang membebaninya.
24

 Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam 

masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan 

kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatannya yang 

berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat 

ditugaskan kepada swasta. Tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, 

hasilnya memerlukan pengesahan Pejabat Pendaftaran yang berwenang, 

kerena akan digunakan sebagai data bukti.  

Kata-kata ñrangkaian kegiatanò menujuk kepada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu 

dengan yang lain, berurutan menjadi satu kesatuan rangkaian yang 

bermuara pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangka 

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.  
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Kata-kata ñterus-menerusò menunjuk kepada pelaksanaan 

kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah 

terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan 

dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai 

dengan keadaan yang terakhir. 

Kata ñteraturò menunjukkan bahwa semua kegiatan harus 

berlandaskan peraturan Perundang-Undangan yang sesuai, karena 

hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya 

kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum negara-negara 

yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.  

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 bidang, yaitu: 

a. Data fisik mengenai tanahnya : lokasinya, batas-batasnya, luasnya 

bangunan dan tanaman yang ada di atasnya; 

b. Data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang 

haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain.
25

 

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah: 

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
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b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 

hukum mengenai bidang-bidang tananh dan satuan-satuan rumah 

susun yang sudah terdaftar. 

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

4. Peralihan Hak Atas Tanah 

Menurut Pasal 20 UUPA, hak milik adalah hak atas tanah yang 

turun-temurun, artinya tidak tebatas jangka waktu penguasaannya dan 

jika pemiliknya meninggal dunia akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. 

Selain dapat diwarisi oleh ahli warisnya, hak milik juga dapat dialihkan 

(dalam arti dipindahkan) kepada pihak lain, misalnya melalui jual-beli, 

tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perusahaan.
26

 

Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 

Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 menyebutkan 

bahwa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak 

Pakai atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, akan 

tetapi tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud beralih dan 

dialihkan. Boedi Harsono memberikan pengertian beralih dan dialihkan, 

yaitu: 
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a. Beralih  

Beralih menunjukan pada berpindahnya hak atas tanah 

kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia. 

Peralihan hak atas tanah di sini terjadi karena hukum, artinya dengan 

meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka ahli warisnya 

memperoleh hak atas tanah tersebut. 

b. Dialihkan  

Dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah 

kepada pihak lain karena perbuatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak itu. Adapun 

perbuatan hukum itu biasa berupa jual beli, tuka-menukar, hibah, 

hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat.
27

 

 Hak atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan oleh 

pemegang haknya kepada pihak lain tanpa persyaratan tertentu, 

adalah: 

1) Hak Milik;  

2) Hak Guna Usaha; 

3) Hak Guna Bangunan atas tanah negara 

Hak atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan, oleh 

pemegang haknya kepada pihak lain dengan persyaratan tertentu, 

adalah: 
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1) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dengan 

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan; 

2) Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik dengan 

persetujuan tertulis dari pemilik tanah; 

3) Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dengan izin dari 

pejabat yang berwenang 

4) Hak Pakai atas tanah Hak Milik dengan persetujuan tertulis 

dari pemegang Hak Pengelolaan; 

5) Hak Pakai atas tanah Hak Milik dengan persetujuan tetulis 

dari pemilik tanah; 

6) Hak Sewa Untuk Bangunan dengan persetujuan tertulis dari 

pemilik tanah. 

Ada hak atas tanah yang tidak dapat dialihkan dalam bentuk 

apa pun oleh pemegang haknya kepada pihak lain, yaitu Hak Pakai 

atas tanah yang dikuasai oleh: 

1) Lembaga Negara; 

2) Departemen dan Lembaga Pemerintahan Non-Departemen; 

3) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 

Pemerintah Desa; 

4) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional; 

5) Badan keagamaan dan badan sosial. 

Peralihan hak atas tanah, baik yang berbentuk beralih dan 

dialihkan dapat terjadi apabila memenuhi syarat materiel, yaitu: 
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1) Syarat materiil dalam pewarisan tanah adalah ahli waris harus 

memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang menjadi 

objek pewarisan. 

2) Syarat formil dalam peralihan hak atas tanah karena 

pewarisan adalah harus dibuktikan dengan surat keterangan 

kematian pewaris dan surat keterangan sebagai ahli waris.
28

 

B. Pengertian  Pewarisan 

Yang dimaksudkan ñpewarisanò adalah peralihan hak yang terjadi 

karena hukum dengan meninggalnya pewaris. Pewarisan yang dimaksud di 

sini adalah pewarisan hak atas tanah. Dalam praktik disebut pewarisan tanah. 

Secara yuridis, yang diwariskan adalah hak atas tanah bukan tanahnya. 

Memang benar bahwa tujuan pewarisan hak atas tanah adalah supaya ahli 

warisnya dapat secara sah menguasai dan menggunakan tanah yang 

bersangkutan. Perolehan Hak Milik atas tanah dapat juga terjadi karena 

pewarisan dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. 

Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan Undang-Undang ataupun karena 

wasiat dari orang yang mewasiatkan.
29

 

Peralihan hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain 

dapat terjadi karena peristiwa hukum, yaitu meninggal duniannya pemegang 

hakatas tanah, di sini peralihan haknya terjadi melalui pewarisan, atau karena 

suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah dengan 
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pihak lain, yaitu berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam 

modal perusahaan, lelang. Yang dimaksud pewarisan hak adalah 

berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai pewaris kepada 

pihak lain sebagai ahli waris karena pemegang hakatas tanah, maka hak atas 

tanah tersebut berpindah kepada ahli warisnya. 

Kalau seseorang meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan 

berupa hak atas tanah, maka harta warisan tersebut jatuh kepada ahli 

warisnya. Jatuhnya harta warisan dari pemegang hak atas tanah kepada ahli 

waris bukan karena suatu perbuatan hukum, melainkan berpindahnya karena 

peristiwa hukum. 

Syarat sahnya pewarisan hakatas tanah untuk kepentingan pendaftaran 

peralihan haknya ada dua yaitu : 

a. Syarat materiil  

Ahli waris harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subjek) 

hak dari hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan. Uraian tentang 

syarat materiil dalam pewarisan hak atas tanah dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Milik, maka 

pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan 

warga Negara Indonesia 

2) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Guna Usaha, 

maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah 

perseorangan warga Negara Indonesia.  
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3) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Guna 

Bangunan, maka pihak yang dapat menjadi ahli warisnya 

adalah perseorangan warga Negara Indonesia. 

4) Kalau objek pewarisan tanah tersebut berupa Hak Pakai, maka 

pihak yang dapat menjadi ahli warisnya adalah perseorangan 

warga Negara Indonesia, perseorangan warga Negara asing 

yang berkedudukan di Indonesia.  

Kalau seseorang yang warga Negara Indonesia mendapatkan 

warisan berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna 

Bangunan, kemudian menjadi warga Negara asing, maka dalam waktu 

satu tahun sejak seseorang tersebut melepaskan kewarganegaraan 

Indonesianya wajib melepaskan atau mengalihkan Hak Milik, Hak 

Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunannya kepada pihak lain yang 

memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik, Hak Guna Usaha, atau 

Hak Guna Bangunan. Kalau dalam waktu satu tahun tidak dilepaskan 

atau dialihkan kepada pihak lain, maka Hak Milik, Hak Guna 

Bangunan, atau Hak Guna Usaha tersebut menjadi hapus dan tanahnya 

kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara. 

b. Syarat formil 

Dalam rangka pendaftaran peralihan hak, maka pewarisan hak 

atas tanah harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian pewaris 

dan surat keterangan sebagai ahli waris. 
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Peralihan hak atas tanah karena pewarisan dari pemegang hak 

sebagai pewaris kepada ahli waris secara yuridis terjadi sejak pewaris 

meninggal dunia, namun secara administrasi ahli waris mempunyai 

kewajiban untuk mendaftarkan pewarisan tersebut kepada Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dilakukan perubahan 

nama pemegang hak dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli 

waris. Maksud pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tersebut 

adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada ahli 

waris dan demi tertib administrasi pertanahan agar data fisik dan data 

yuridis yang disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. 

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang diajukan 

dalam waktu enam bulan sejak tanggal meninggalnya pewaris.
30

 

1. Dalam hukum waris perdata berlaku beberapa asas yaitu : 

a. Hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan 

harta benda yang dapat diwariskan.  

b. Adanya saisine bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan 

sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas 

segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang 

yang meninggal.  

c. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena 

meninggalnya pewaris.  
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d. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secar pribadi menjadi 

ahli waris bukan kelompok ahli waris. 

e. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan dari 

pihak ayah maupun pihak ibu.  

f. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat maka 

akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.
31

 

2. Subyek yang terkait dengan pewarisan: 

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa contoh kasus 

tentang pewarisan, peneliti mengambil  cotoh kasus tanah yasan 

diantaranya adalah kasus peralihan hak pewarisan C desa no.879, persil 

52b kelas III/D, luas 226 m² di desa Bergaslor Kecamatan Bergas 

Kabupaten Semarang, atas nama Marjamahke atas nama ahli waris 

Musripah. 

3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan 

Dalam perolehan hak atas tanah ada beberapa prosedur perolehan 

hak atas tanah mealui pewarisan yaitu; 

a. Ahli waris atau pemohon pendaftaran tanah mengajukan 

permohonan pendaftaran hak atas tanah melalui pewarisan kepada 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah 

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. 

Dalam pendaftaran tanah ini disertakan oleh pemohon berupa: 
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1) Surat keterangan kematian pemilik tanah atau pemegang hak 

atas tanah sebagai pewaris yang diterbitkan oleh instasi yang 

berwenang; 

2) Surat keterangan sebagai ahli waris yang diterbitkan oleh 

instasi yang berwenang; 

3) Bukti identitas diri (KTP) para ahli waris yang masih berlaku; 

4) Sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek pewarisan; 

5) Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang apabila ada 

pembagian harta warisan. 

b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah 

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan melakukan 

perubahan nama pemegang hak atas tanah dalam sertifikat hak 

atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris; 

c. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah 

kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, menyerahkan 

sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan kepada pemohon 

pendaftaran tanah melalui pewarisan.
32

 

Berpindahnya hak atas tanah melalui pewarisan diperlukan surat 

keterangan kematian pemegang hak atas tanah yang dibuat oleh instansi 

yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh 

instansi yang berwenang, kartu tanda penduduk (KTP) ahli waris yang 
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masih berlaku, sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan. Ahli waris 

mendaftarkan pewarisan hak atas tanah kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah 

yang bersangkutan dengan maksud dilakukan perubahan nama pemegang 

hak atas tanah dari atas nama pewaris menjadi atas nama ahli waris.  

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pewarisan Tanah 

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa-yurisu-warisan 

yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah 

meninggal dunia. Adapun dalam Al-Quran ditemukan banyak kata warasa 

yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan 

menerima warisan. Sedangkan Al-Miras menurut istilah ulama ialah 

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli 

warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, 

atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syarôi.
33

 

Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam Al-Quran, 

lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak 

ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan faraid. Kewarisan 

(al-miras) yang disebut faraid berarti bagian tertentu dari harta warisan 

sebagaimana telah diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Jadi, pewarisan 

adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang 

telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan 

bagian-bagian yang telah ditetapkan. 
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Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil 

atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-

sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut : 

a. Dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran; 

b. Dalil-dalil yang bersumber dari As-Sunnah; 

b. Dalil-dalil yang bersumber dari ijmaô dan ijtihad para ulama.  

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam 

Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur secara 

langsung tentang waris diantaranya adalah:  

1. Dalil -dalil yang bersumber dari Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 7 

 

Artinya: òBagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian 

(pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.ò
34

 

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S An-Nisaa: 7) adalah 

sebagai berikut:  

a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu 

bapaknya.  
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b. Bagi aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari 

harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau 

perempuannya). 

c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan 

ibu bapaknya. 

d. Bagi aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari 

harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau 

perempuannya). 

e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula 

yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah 

SWT.
35

 

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat An-Nisaa ayat 8 : 

 

Artinya:  òdan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 

dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu  
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Q.S. An-Nisaa ayat 11 : 

 

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu 

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua 

pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu 

seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua 

orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 

jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia 

diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat 

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 

saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 

buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 

antara merekayang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
36
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2. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam 

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari 

Wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, 

hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa 

hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal 

manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak 

tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai 

asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum 

kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam 

yaitu :
37

 

Prinsip ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. 

Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan 

1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris 

tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai 

taqarrub. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak 

akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris 

tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya.  

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat 

mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain 

jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau 

diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 176 
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yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima 

harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari 

dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari 

garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris 

yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta 

pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang 

paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa 

mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan pasangan hidup 

pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup 

bersama.  

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan 

kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris 

berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan 

ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap 

insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan 

menjalankan kewajibannya.  

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan 

dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan 

dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar 

dapat dikatakan bahwa perbedaan laki-laki atau perempuan tidak 

menentukan hak kewarisan dalam Islam.  



41 
 

 
 

Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan 

harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku 

setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak 

ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip 

kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari 

yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat 

sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya 

terhadap seluruh kekayaanya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada 

waktu ia masih hidup. 

3. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam 

Rukun Waris Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka 

harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun 

tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Menurut hukum 

Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga, yang pertama : 

a. Muwarris, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah 

orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta 

warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli 

waris. 

b. Al -waris (ahli waris), menurut hukum Islam Al-waris adalah 

orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan 

pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan 

jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak 

perwalian dengan muwarris. 



42 
 

 
 

c. Mauruus (harta waris), menurut hukum Islam, mauruus adalah 

harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi 

oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, 

melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta 

peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan 

tirkah.
38

 

Syarat-Syarat Kewarisan dalam Islam yaitu Syarat-syarat 

mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan 

terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat 

mewarisi ada tiga, yaitu : 

a. Meninggalnya muwarris, meninggalnya pewaris mutlak harus 

dipenuhi, jadi seseorang disebut muwarris apabila orang tersebut 

telah meninggal dunia. Adapun kematian muwarri s dibagi 

menjadi tiga, yang pertama, mati haqiqi (mati sejati), kedua, mati 

hukmi (menurut putusan hakim), ketiga, mati taqdiri  (menurut 

dugaan).  

b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, 

seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup 

ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan 

pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh 

pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan 
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kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli 

warisnya harus benar-benar hidup.  

c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang 

dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas 

hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, 

hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik 

sekandung, sebapak, maupun seibu. 

4. Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan 

Sebab-sebab mendapatkan harta waris Menurut Islam, 

mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan 

pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana 

sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang 

yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan 

dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta 

demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan 

kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama 

baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya. 

Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih 

sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta orang yang rela 

mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan 

menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh 

dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain 
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sebagainya.
39

Disamping itu terdapat beberapa sebab yang dapat 

menghalangi seseoang mendapat warisan dari si mati padahal semestinya 

yang bersangkutan berhak atas warisan tersebut. Dalam hal ini dapat 

dilihat adanya beberapa sebab yakni: 

a. Pembunuhan 

Para ulama bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang 

dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya 

menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang 

dibunuhnya. Hanya ulama dari golongan khawarij saja yang 

membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena 

pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai 

berikut : ñTidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisiò. 

Sedangkan ijmaô para sahabat adalah ketika Umar r.a. pernah 

memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada 

saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, 

kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli 

waris. 

b. Perhambaan 

Perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan 

pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan 

untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan 

itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewaris. Hal ini 
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berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam surat An-Nahl 

ayat 75 yang artinya sebagai berikut:ñAllah membuat perumpamaan 

dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat 

berbuat terhadap sesuatupun.òmafhum ayat itu menjelaskan bahwa 

budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan 

apa saja. Dalam soal waris-mewarisi terjadi di satu pihak yang lain 

menerima hak milik kebendaan. 

c. Berbeda agama 

Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris 

merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak 

mengambil pusaka dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. 
40

 Hal ini 

didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya :òorang Islam 

tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak 

dapat mewarisi harta orang Islam.ò Oleh karena perbedaan agama 

menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila 

terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, 

misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima 

pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda 

tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia 

(anak itu) kembali kepada agama Islam.
41
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BAB III  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang diperoleh Melalui 

Pewarisan 

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah 

hukum adat dimana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat 

hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 

nasional, dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme 

Indonesia. Dengan demikian, hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan 

penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa 

lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti 

kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan 

atas pengakuan dan tidak tertulis.
42

 

Tanah Yasan adalah bidang-bidang tanah yang di kuasai berdasarkan 

bukti penguasaan secara adat.
43

 Selama ini masyarakat desa atau masyarakat 

adat lebih mengenal bukti kepemilikan tanah berupa dokumen Letter C. 

Dokumen Letter C tersebut awalnya hanya berfungsi sebagai catatan 

kelurahan/desa untuk tanah yang dimiliki masyarakat adat secara turun 

temurun. Pada zaman penjajahan kolonial belanda Letter C adalah buku yang 

digunakan oleh petugas pemungut pajak untuk keperluan pembayaran pajak, 
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yang sekarang dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah karena tanah 

yang tercatat dalam buku tersebut sudah dikuasai bertahun-tahun. Namun 

pada tahun 1993 diterbitkan surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE-

15/PJ.6/1993 tentang larangan penerbitan girik/petuk D/keterangan objek 

pajak (KP.PBB41). Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah 

adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 

19 dan Pasal 23 Undang-Undang Pokok Agraria, maka diberikan suatu 

kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.
44

 

Pada saat suatu hak bersama, baik yang diperoleh sebagai warisan 

maupun sebab lain perlu dibagi sehingga menjadi hak individu. Untuk itu 

kesepakatan antara pemegang hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam 

akta PPAT yang akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian 

tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama memperoleh bagian. 

Dalam pembagian harta waris seringkali yang menjadi pemegang hak 

individu hanya sebagian dari keseluruhan penerimaan warisan, asalkan hal 

tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai pemegang hak 

bersama. 

Proses pendaftaran tanah Yasan menjadi Hak Milik secara umum 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mengajukan Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang 

Tanah serta Pembuatan Peta Bidang Tanah  

a. Pemohon atau kuasanya mengajukan pendaftaran pengukuran bidang 

tanah ke kantor Pertanahan setempat tanah berada. 

b. Pendaftaran diterima oleh Loket Pelayanan, pemohon/kuasanya 

membayar PNBP (Pemasukan Negara Bukan Pajak), dan jadwal 

pengukuran bidang tanah. 

c. Petugas pengukuran BPN (Badan Pertanahan Naional ) melakukan 

pengukuran untuk penetapan batas-batas tanah yang dimohon 

pendaftaran pengukuran, sebagai dasar pembuatan Bidang Tanah. 

2. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Pengakuan Hak/Penegasan 

Hak (Konversi) 

a. Pemohon atau kuasanya mengajukan pendaftaran Pengakuan 

Hak/Penegasan Hak (Konversi) atas bidang tanah yang akan 

dimohonkan menjadi Hak Milik ke kantor Pertanahan setempat 

tanah berada, dengan syarat ï syarat sebagai berikut : 

1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani 

pemohon atau kuasa di atas materai cukup 

2) Surat Kuasa apabila dikuasai 

3) Foto copy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa apabila 

dikuasai, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas 

loket 

4) Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat : 
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a) Pethuk/foto copy Buku C Desa/Kutipan Letter C Desa 

b) Akta jual beli/hibah 

c) Surat Kematian, Surat keterangan waris/pembagian waris 

d) Surat pernyataan dibawah tangan  

5) Asli / foto SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokan 

dengan aslinya oleh petugas loket 

6) Melampirkan bukti SSB (BPHTB) sesuai ketentuan 

7) Melampirkan bukti SPP/PPh sesuai ketentuan  

b. Membayar biaya pendaftaran secara sporadik, biaya tidak termasuk 

pembuatan alat bukti, seperti Akta PPAT, keterangan waris  dll 

3. Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Bidang Tanah  

Pengumpulan dan penelitian data yuridis terhadap dokumen alat 

bukti oleh Panitia A, yang hasil penelitiannya diserahkan ke Kepala Seksi 

Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, untuk di lanjutkan dengan 

pengumuman 

Tugas Panitia A 

a. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi alat bukti 

tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap 

b. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat 

bukti yang diajukan oleh pemohon 

c. Mencatat sanggahan/keberatan  dan hasil penyelesainnya 

d. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang 

dimaksud 
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e. Mengisi daftar isian 201 

 

Susunan Panitia A 

a.  Kepala seksi atau staf senior seksi hak-hak atas tanah, sebagai ketua 

merangkap anggota 

b. Kepala seksi atau staf senoir seksi pengukuran dan pendaftaran 

tanah, sebagai wakil ketua merangkap anggota 

c. Kepala seksi atau staf senior seksi pengaturan penguasaan tanah, 

sebagai anggota 

d. Kepala seksi atau staf senior seksi penatagunaan tanah, sebagai 

anggota 

e.  Kepala seksi atau staf senior seksi pengurusan hak2 atas tanah, 

sebagai anggota 

f. Kepala desa/Lurah 

Kewenangan Panitia A 

a. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat sekitar bidang tanah 

tersebut untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai 

pemilikan tanah 

b. Meminta keterangan tambahan untuk mengetahui riwayat 

kepemilikan 

c. Melihat keadaan tanah dilokasi untuk mengetahui secara fisik 

penguasaan atas tanah maupun penggunaannya 

d. Pengumuman data fisik dan data yuridis selama 60 Hari  
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e. Bila Tidak ada permasalahan dalam hal penguasaan baik sebelum 

maupun setelah pengumuman, dilanjutkan  Pengesahan Hasil 

Pengumuman, disahkan dalam suatu berita acara sebagai dasar 

untuk: 

a) Pembukuan Hak Atas Tanah dalam buku tanah 

b) Pengakuan Hak Atas Tanah 

c) Pemberian Hak Atas Tanah 

f. Pembukuan Hak  

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat 

ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta 

pemegang haknya dan bidang tanah yang diuraikan dalam surat ukur 

secara hukum telah terdaftar 

g. Penerbitan sertipikat  

Jika telah didaftar dan memenuhi syarat untuk diberikan 

tanda bukti sesuai ketentuan PP 24/1997, ditanda tangani oleh 

Kepala kantor jika berhalangan atau untuk massal maka dilimpahkan 

pada Ka Seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah 

h. Penyerahan sertifikat, dilengkapi dengan copy KTP pemohon atau 

kuasanya. 
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     Gambar 3.1 Bagan Prosedur Pendaftaran Hak Atas Tanah 

 

Sedangkan proses pewarisan dari orang tua yang belum 

sempat mensertifikatkan menjadi hak milik pada dasarnya sama 

dengan proses pendaftaran tanah Yasan menjadi Hak Milik yang 

telah diuraikan di atas, dan untuk persyaratannya pewarisan dari 

orang tua pada dasarnya sama, hanya memakai surat keterangan 

warisan saja apabila diatas namakan semua ahli waris, apabila diatas 

namakan salah satu ahli waris maka dilengkapi dengan akta 

pembagian hak bersama,pihak-pihak yang harus datang dan 

menandatangani adalah semua ahli waris.
45

 

                                                             
45

 Waancara dengan Ibu Wahyu Rujiati selaku Notaris di Kantor Notaris dan PPAT 

Wahyu Rujiati, SH., Mkn pada tanggal 10 Januari 2019 
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Selanjutnya setelah ahli waris mendaftarkan peralihan hak milik 

atas tanahnya ke kantor Pertanahan, maka akan dikeluarkan 

pengumuman di kantor Pertanahan dan kantor Kepala Desa/ Kelurahan 

dimana letak tanah yang bersangkutan berada. Sertifikat akan diterbitkan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku 

tanah. 

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) 

UUPA yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

Pengertian tentang kata ñberalihò adalah suatu peralihan hak yang 

dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan 

sendiri menjadi beralih kepada ahli warisnya. Selain dapat diwarisi oleh 

ahli warisnya, hak milik juga dapat dialihkan (dalam arti dipindahkan) 

kepada pihak lain, misalnya melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, 

hibah wasiat, pemasukan dalam perusahaan. 

Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan 

hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena 

perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah 

dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. 

Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, 

terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka 

dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja 

dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. 
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Pewarisan hak milik atas tanah tetap  harus berlandaskan pada 

ketentuan UndangïUndang Pokok Agraria dan Peraturan 

pelaksanaannya. Penerima peralihan hak milik atas tanah atau pemegang 

hak milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia 

sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria dan 

Pasal 21 ayat (1) UUPA bahawa warga Negara Indonesia tunggal saja 

yang dapat mempunyai hak milik, dengan tidak membedakan 

kesempatan antara laki ï laki dan wanita yang mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat 

manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dijelaskan bahwa Pasal 

42 Ayat (2) : Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, 

wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 ayat (1) huruf b. 

Pasal 39 ayat (1) huruf b: Mengenai bidang tanah yang belum 

terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:  

1. surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) 

atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan 

bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan    

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang 

bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau 

untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan 
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Kantor Per-tanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan 

dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan 

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997 

Pasal 13 tentang Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali : 

1. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara 

sporadik.  

2. Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu 

rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 

ditetapkan oleh Menteri.  

3. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah 

pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sporadik.  

2. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan 

pihak yang berkepentingan.  

B. Hambatan-Hambatan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yasan Yang 

Diperoleh Melalui Pewarisan di Kabupaten Semarang 

Dalam proses peralihan hak atas tanah yasan yang diperoleh melalui 

pewarisan memiliki beberapa hambatan yaitu: 

Hambatan yang pertama Proses peralihan menjadi lebih lama karena 

ada ahli waris yang tidak di ketahui keberadaannya. Karena hal tersebut maka 

harus mengajukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang 
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terlebih dahulu. Dengan tidak diketahuinya identitas dari salah satu pemegang 

hak atas tanah yasan tersebut, maka nama pemegang hak yang tidak diketahui 

identitasnya tidak dapat dituliskan dengan lengkap dan jelas identitasnya pada 

penetapan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Setelah diproses 

peralihan hak atas tanah yasan karena pewarisan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Semarang, tidak dicantumkan identitas secara lengkap baik nama 

dan alamat pada sertipikat dan buku tanahnya. Berbeda dengan proses 

pewarisan yang semua ahli warisnya diketahui. Dalam hal ini proses 

peralihan hak atas tanah yasan karena pewarisan di Kantor Pertanahan 

menjadi lebih cepat karena pemohon menggunakan Surat Keterangan Waris 

yang dibuat oleh pemegang hak dan ahli waris, dengan disaksikan oleh Lurah 

dan dikuatkan oleh Camat setempat.  

Hambatan yang ke dua yaitu adanya presepsi di masyarakat bahwa 

proses pendaftaran peralihan tanah warisan itu akan memakan biaya yang 

besar. Mereka beranggapan bahwa mendaftarkan kembali tanah warisan 

tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok, dan masih banyak keperluan 

lainnya, mereka beranggapan bahwa tanah tersebut tidak akan jatuh ke tangan 

orang lain, karena sertifikatnya tetap atas nama Bapak/Ibu mereka. 

Masyarakat juga enggan membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan) dan kewajiban lainnya sehubungan dengan pendaftaran tanah 

warisan, karena di anggap terlalu mahal. 

Hambatan yang ke tiga yaitu banyak yang tidak mengetahui bahwa 

tanah tersebut harus didaftarkan lagi dan juga tidak mengetahui manfaat 
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pendaftaran tanah. Terkait peralihan hak atas tanah karena pewarisan yang 

tidak didaftarkan pada kantor pertanahan diatas maka akibat hukum yang 

timbul adalah secara materiil hak dan kewajiban pewaris langsung beralih 

pada para ahli waris tersebut, tetapi para ahli waris tersebut tidak dapat 

melakukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa para ahli waris tersebut 

tidak mendapatkan kepastian hukum apabila peralihan hak atas tanah karena 

pewarisan tersebut tidak didaftarkan pada kantor pertanahan. 

C. Penyelesaian Terhadap Hambatan Peralihan Hak Atas Tanah Yasan 

Yang Diperoleh Melalui Pewarisan Di Kabupaten Semarang 

Terkait dengan adanya hambatan dalam peralihan Hak Atas Tanah 

Yasan yang diperoleh melalui pewarisan di Kabupaten Semarang, ada 

beberapa solusi terhadapat hambatan-hambatan tersebut. 

Penyelesaian terhadap hambatan yang pertama yaitu dalam 

pelaksanaan proses pewarisan ada salah satu ahli waris yang tidak diketahui 

keberadaannya. Dengan hambatan tersebut dimohonkan penetapan dari 

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, agar dapat dilakukan proses 

pewarisan. Dalam proses peralihan hak atas tanah yasan karena pewarisan 

menjadi lebih lama waktunya karena harus dengan mengajukan penetapan 

dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang terlebih dahulu, dengan tidak 

diketahuinya identitas dari salah satu pemegang hak atas tanah tersebut maka 

nama yang bersangkutan tidak dapat dituliskan dengan lengkap dan jelas 

identitasnya pada Penetapan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. 

Setelah diproses peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Semarang, tidak dicantumkan identitas secara lengkap baik nama 

dan alamat pada sertipikat dan buku tanahnya. 

Hambatan yang ke dua Jadi jelaslah sebenarnya bahwa tujuan 

pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum terhadap hak atas tanah. Pendaftaran Tanah adalah tugas dan beban 

pemerintah akan tetapi untuk mensukseskannya/keberhasilannya sangat 

tergantung pada partisipasi aktif/peranan masyarakat terutama pemegang hak. 

Sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh PP. No. 10 tahun 1961 adalah 

Sistem Negatif. Sistem ini disempurnakan atau dikembangkan oleh PP. No. 

24 Tahun 1997 adalah asas negatif mengandung unsur positif, menghasilkan 

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban 

tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu 

menunjukkan keadaan yang mutakhir. Sehubungan dengan pemberian 

kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah, baik mengenai subjek 

maupun objeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukan pengumuman 

mengenai hak ïhak atas tanah, yang meliputi: 

1.  Pengumuman mengenai subjek yang menjadi pemegang hak yang 

dikenal dengan asas publisitas dengan maksud agar masyarakat luas 

dapat mengetahui tentang subjek dan objek atas satu bidang tanah. 

Adapun implementasi dari asas publisitas ini adalah dengan 

mengadakan pendaftaran tanah.  
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2.  Penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang ï bidang tanah 

yang dipunyai seseorang atas sesuatu hak atas tanah, dikenal sebagai 

asas spesialitas daan implementasinya adalah dengan mengadakan 

Kadaster. Dengan demikian, maka seseorang yang hendak membeli 

suatu hak atas tanah tidak perlu melakukan penyelidikan sendiri, 

karena keterangan mengenai subyek dan objek atas suatu bidang tanah 

dapat diperoleh dengan mudah pada instansi pemerintah yang 

ditugaskan menyelenggarakan Pendaftaran Tanah. 

Dengan kata lain bahwa dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas 

tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum oleh negara dan 

dengan diterbitkan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah, 

negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap kepemilikan tanah serta 

agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya terhadap tanah-tanah 

yang tidak didaftarkan maka negara tidak menjamin kepastian hukum dan 

haknya bagi pemilik atau yang menguasainya. 
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BAB IV  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Peralihan Hak Tanah Yasan Yang Diperoleh Melalui 

Pewarisan perlu di tuangkan dalam akta PPAT yang akan menjaadi dasar 

bagi pendaftarannya. Dibuktikan dengan surat keterangan wasiat dan di 

lengkapi dengan akta pembagian hak bersama. Pelaksanaan pendaftaran 

hak atas tanah yasan karena pewarisan dilaksanakan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Semarang. 

2. Hambatan yang terjadi dalam Peralihan Hak Tanah Yasan Yang 

Diperoleh Melalui Pewarisan yang pertama yaitu presepsi masyarakat 

yang merasa enggan untuk mendaftarkan tanahnya karena biaya yang 

menurut mereka cukup memberatkan, hambatan yang ke dua terkadang 

ada ahli waris yang keberadaannya tidak diketahui. 

3. Solusi dalam hambatan pertama adalah Pemerintah diharapkan lebih aktif 

memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam rangka menyadarkan 

masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi hak millik untuk 

segera di daftarkan, hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa 

prosedur yang berbelit-belit, serta biaya yang memberatkan. Solusi untuk 

hambatan ke dua adalah dimohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri 

Kabupaten Semarang, agar dapat dilakukan proses pewarisan. 
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B. Saran 

 Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan diwajibkan dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban 

tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu 

menunjukkan keadaan yang mutakhir.  

Dalam sistem Kepemerintahan, Pemerintah melalui aparatnya yang 

terkait diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dan pengarahan dalam 

rangka menyadarkan masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi 

hak millik untuk segera di daftarkan, hal ini untuk menghilangkan anggapan 

bahwa prosedur yang berbelit-belit, serta biaya yang memberatkan. 
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